
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PENGUMUMAN 
NOMOR: 800/209/BKPSDMD/2023

TENTANG
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

Sehubungan  dengan  akan  dilaksanakannya  seleksi  penerimaan  Pegawai
Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka
Belitung  Tahun  2023,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung
memberikan kesempatan kepada putra/putri  Warga Negara Republik  Indonesia
untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,
dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JUMLAH  KEBUTUHAN,  KUALIFIKASI  PENDIDIKAN,  ALOKASI  FORMASI,
RENCANA PENEMPATAN, DAN MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA
1.  Rincian Jumlah kebutuhan PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung  Tahun  2023 berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor 545
Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di  Lingkungan Pemerintah Provinsi  Tahun Anggaran 2023 sejumlah  575
(Lima  Ratus  Tujuh  Puluh  Lima) Formasi  dengan  rincian  sebagaimana
tercantum pada Lampiran I, II, dan III Pengumuman ini.

2.   Masa  Hubungan  Perjanjian  Kerja  (MHPK)  antara  PPPK  dengan  Pejabat
Pembina  Kepegawaian  ditetapkan  selama  3  (tiga) tahun  serta  dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia
pensiun  jabatan  yang  dilamar  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,  pencapaian/penilaian  kinerja,  dan  kesesuaian
kompetensi

3.  Pelamar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2023 wajib memiliki  kualifikasi
pendidikan  dengan  jenjang  paling  rendah  sarjana  atau  diploma  empat
dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur
Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  Kementerian  Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal
24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan sertifikat Pendidik dalam
pendaftaran  Seleksi  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  untuk
Jabatan Fungsional Guru tahun 2023.

II. JENIS KEBUTUHAN PPPK 
1.  JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN TEKNIS

  Jenis  Kebutuhan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  jabatan
Fungsional  Tenaga  Kesehatan  dan  Teknis  Tahun  2023 sesuai  dengan
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme
Seleksi  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  untuk  Jabatan
Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi:
1. Khusus dengan kriteria sebagai berikut:

a. Eks Tenaga Honorer kategori II (eks THK-II); 
adalah eks THK-II  yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
eks  THK-II  pada  Badan  Kepegawaian  Negara  dan  melamar  pada
instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN);
adalah  pegawai  yang  melamar  pada  instansi  pemerintah  tempat
bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit
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2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang
dilamar.

2. Umum
Pelamar formasi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Teknis yang
memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam
pengumuman ini.

2.  JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU
A. Jenis  Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan

Fungsional Guru Tahun 2023. 
Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023
tentang  Mekanisme  Seleksi  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian
Kerja  untuk Jabatan Fungsional  Guru Tahun Anggaran 2023 terdiri
dari:
1. Khusus meliputi:

a. Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang
batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah
dinyatakan  lulus  pada  Seleksi  PPPK  JF  Guru  periode
sebelumnya

b. Eks Tenaga Honorer kategori II (eks THK-II); adalah eks THK-II
yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada
Badan Kepegawaian Negara (BKN)

c. Guru Non Aparatur Sipil Negara  (Non ASN) di sekolah negeri
adalah Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data
Pokok  Pendidikan  (Dapodik)  Kementerian  Pendidikan,
Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  dan  memiliki  masa  kerja
paling rendah 3 (tiga) tahun.

2. Umum
a. Lulusan  Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG)  yang  terdaftar  pada

pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

b. Guru  yang  terdaftar  di  Dapodik  Kementerian  Pendidikan,
kebudayaan, Riset dan Teknologi.

B.    Pelamar Seleksi  PPPK JF Guru Tahun 2023 yang berstatus sebagai
Penyandang Disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut: 
1. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke Kebutuhan

PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
2. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke Kebutuhan

PPPK pada JF Guru pendidikan Jasmani, olahraga, dan kesehatan;
dan;

3. Penyandang disabilitas netra  tidak dapat  melamar ke  Kebutuhan
PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

C.   Formasi Disabilitas PPPK JF Guru Tahun 2023 sejumlah 12 (Dua belas)
yaitu pada Formasi :

NO. JABATAN ALOKASI
PPPK

UNIT PENEMPATAN

1 AHLI PERTAMA – GURU
PENDIDIKAN KHUSUS

12 Dinas  Pendidikan
Provinsi  Kepulauan
Bangka Belitung

D.  Pelamaran  Lowongan  Kebutuhan  PPPK  JF  Guru  Tahun  2023
didahulukan secara berurutan bagi :
1. Pelamar Prioritas;
2. eks THK-II;
3. Guru non ASN di Sekolah Negeri; dan
4. Pelamar pada Kebutuhan umum.

E. Setiap  Pelamar  Seleksi  PPPK  JF  Guru Tahun  2023  dengan  Jenis
Kebutuhan Khusus  dan  Umum  diwajibkan  membuat  akun  dan
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melakukan  pendaftaran  secara  online  melalui  situs
https://sscasn.bkn.go.id/;

F. Pelamar Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2023  dengan  Jenis  Kebutuhan
Khusus (Pelamar Prioritas, Eks Tenaga Honorer kategori II (eks THK-II),
dan  Guru Non Aparatur  Sipil  Negara   (Non  ASN)  di  sekolah  negeri)
melakukan  pendaftaran  secara  online  melalui  situs
https://sscasn.bkn.go.id/  mulai tanggal 20 September s.d 04 Oktober
2023, dan apabila mendaftar diatas tanggal 04 Oktober  2023 Pelamar
Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2023  dengan  Jenis  Kebutuhan Khusus
akan berubah jenis kebutuhan menjadi umum ;

G.    Pelamar Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2023 dengan Jenis  Kebutuhan
Umum dapat melakukan  pendaftaran  secara  online  melalui  situs
https://sscasn.bkn.go.id/ mulai tanggal 05 s.d  09 Oktober 2023;

H.     Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang
dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan,
kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar
100 % (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

III. DESKRIPSI TUGAS JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN
Penjelasan Informasi  terkait  tugas jabatan PPPK Jabatan Fungsional  sesuai
dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi  yang  mengatur  tentang  masing-masing  Jabatan  dan  rentang
penghasilan dapat dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ 

IV. PERSYARATAN PELAMAR
Pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun

sebelum  batas  usia  tertentu  pada  jabatan  yang  akan  dilamar  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Tidak  pernah  dipidana  dengan  pidana  penjara  berdasarkan  putusan
pengadilan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena
melakukan  tindak  pidana  dengan  pidana  penjara  2  (dua)  tahun  atau
lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  PPPK,  Prajurit
Tentara  Nasional  Indonesia,  anggota  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia,  atau  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai  pegawai
swasta;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik
praktis;

6. Memiliki  kualifikasi  pendidikan  sesuai  dengan  persyaratan  jabatan,
dengan ketentuan:
a.  Pelamar merupakan lulusan  SMA/sederajat,  perguruan tinggi  dalam

negeri atau perguruan tinggi luar negeri; 
b. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai

dari Sekolah, Perguruan Tinggi (bukan surat Keterangan kelulusan);
c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh: 

1)  Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal
Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan  Kementerian  Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan 

2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi.

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu
yang masih berlaku dari  lembaga yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan;

8. Sehat  jasmani  dan  rohani  sesuai  dengan  persyaratan  jabatan  yang
dilamar; 
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9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit
Tentara  Nasional  Indonesia,  atau  anggota  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia; 

10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi
dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;

11. Tidak  berstatus  sebagai  peserta  lulus  seleksi  calon  ASN  yang  sedang
dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; 

12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
13. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) kebutuhan jabatan pada 1

(satu) Instansi Pemerintah;
14. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK; 
15. Pelamar pada Jabatan Fungsional  PPPK wajib  memiliki  pengalaman di

bidang  kerja  yang  relevan  dengan  Jabatan  Fungsional  yang  dilamar,
dengan masa kerja paling singkat;
a. 2 (dua) tahun untuk jenjang Pemula, Terampil dan Ahli Pertama; dan
b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda.

16. Masa  Kerja  pelamar  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  bermaterai
(materai tempel) yang ditandatangani dan di stempel oleh pimpinan unit
kerja;

17. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan
yang  mensyaratkan  Surat  Tanda  Registrasi,  wajib  melampirkan  Surat
Tanda  Registrasi  (bukan internship)  sesuai  jabatan  yang  dilamar  serta
masih  berlaku  pada  saat  pelamaran,  dibuktikan  dengan  tanggal  masa
berlaku  yang  tertulis  pada  Surat  Tanda  Registrasi  dan  diupload  pada
SSCASN, daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR
ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang
Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) Untuk Melamar Pada Jabatan
Fungsional  Kesehatan  Dalam  Pengadaan  Pegawai  Pemerintah  dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023  dapat dilihat pada laman
https://babelprov.go.id/ https://bkpsdmd.babelprov.go.id/

18. Penyandang disabilitas dapat melamar pada jenis kebutuhan umum PPPK
dengan  syarat  harus  memenuhi  persyaratan  umum  dan  persyaratan
tambahan sebagai berikut :
1. Sesuai  dengan  kebutuhan  jabatan  yang  diinginkan  dan  kualifikasi

pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Pada  saat  melamar  di  SSCASN,  pelamar    wajib    membuat  surat

pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan
penyandang        disabilitas dibuktikan/melampirkan :

a. surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang
menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasannya; dan

b. menyampaikan  video  singkat  yang  menunjukkan  kegiatan
sehari-hari  dalam  menjalankan  aktivitas  sesuai  jabatan  yang
akan dilamar.

V. TATA CARA PENDAFTARAN
1. Pengumuman lowongan formasi penerimaan PPPK yang dibutuhkan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat dilihat
pada situs https://babelprov.go.id/ https://bkpsdmd.babelprov.go.id/ dan
https://sscasn.bkn.go.id/;

2. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK wajib memiliki Surat Elektronik
(e-mail) yang masih aktif/berlaku;

3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK wajib mempersiapkan NIK (Nomor
Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala
Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;

4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara  online
melalui situs https://sscasn.bkn.go.id/ mulai tanggal 20 September s.d 09
Oktober  2023 dengan menggunakan Nomor  Induk Kependudukan (NIK)
pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;

5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu
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Keluarga  Calon  Pelamar,  agar  menghubungi  Dinas  Kependudukan  dan
Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;

6. Jika  pelamar  telah  berhasil  melakukan  pendaftaran  ke  Portal  SSCASN
2023,  selanjutnya  harus mencetak Kartu  Informasi  Akun sebagai  bukti
bahwa pelamar  berhasil  mendaftar  ke  Portal  SSCASN 2023,  dan Kartu
tersebut agar disimpan dengan baik;

7. Dokumen persyaratan diunggah melalui website https://sscasn.bkn.go.id/
dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat
pada aplikasi pendaftaran terdiri dari:
a. Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  asli  atau  surat  keterangan  telah

melakukan  perekaman  data  kependudukan  yang  dikeluarkan  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

b. Surat  lamaran  ditujukan  kepada  Gubernur Kepulauan  Bangka
Belitung di Pangkalpinang, diketik menggunakan komputer, dibubuhi
materai Elektonik (E-Materai) Rp. 10.000 dan ditandatangani pelamar
dengan pena bertinta hitam sebagaimana format yang dapat diunduh
pada situs https://bkpsdmd.babelprov.go.id;

c. Surat  pernyataan  5  Point  Instansi  diketik menggunakan komputer,
dibubuhi materai Elektonik (E-Materai) Rp. 10.000 dan ditandatangani
pelamar  dengan pena bertinta hitam sebagaimana format yang dapat
diunduh pada situs https://bkpsdmd.babelprov.go.id;

d. Surat  Keterangan  Pengalaman  Kerja  yang  ditandatangani  oleh
Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar diketik
menggunakan komputer, dibubuhi  materai  (Materai  Tempel)  Rp.
10.000 di  stempel  basah sebagaimana  format  yang  dapat  diunduh
pada situs https://bkpsdmd.babelprov.go.id;

e. Pas foto formal terbaru tampak depan berlatar belakang merah Format
JPEG/JPG

f. Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak), Khusus
bagi  pelamar  kebutuhan  jabatan  yang  mensyaratkan  ijazah  profesi,
wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi;

g. Transkrip Nilai Asli/pengganti Transkrip Nilai Asli (Transkrip Nilai Asli
yang hilang/rusak;

h. Apabila  terjadi  perubahan  nomenklatur  program  studi,  diwajibkan
melampirkan surat keterangan dari Universitas/Perguruan Tinggi;

i. Khusus Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga
kesehatan  yang  mensyaratkan  Surat  Tanda  Registrasi,  wajib
melampirkan  Surat  Tanda  Registrasi  Asli  (bukan  internship)  sesuai
jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran;

j. Khusus Pelamar Jabatan Pemadam Kebakaran ditambah dengan surat
keterangan Sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas;

8. Khusus  bagi  penyandang  disabilitas  selain  mengunggah  dokumen
persyaratan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  angka  7  ditambah
dengan:
1. Surat Keterangan Disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah yang

menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (khusus penyandang
disabilitas), serta 

2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari
dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

9. Dokumen  sebagaimana  angka  7  dan  angka  8  (khusus penyandang
disabilitas)  diunggah dalam format sesuai yang ditentukan oleh Panitia
Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran (SSCASN);

10. Semua  informasi  atau  data  dalam  formulir  pendaftaran  disampaikan
secara  benar  dan dapat  dipertanggungjawabkan  berdasarkan  dokumen
asli, apabila data yang disampaikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan
tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

VI. PERSYARATAN  WAJIB  TAMBAHAN  DAN  SERTIFIKAT  KOMPETENSI
SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
Terdapat  jenis  jabatan  fungsional  yang  memerlukan  persyaratan  wajib
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tambahan  dan  sertifikat  kompetensi  sebagai  penambahan  nilai  seleksi
kompetensi  teknis  yang  masih  berlaku  sebagaimana  terlampir  dalam
lampiran  pengumuman  ini  yang  mengacu  pada  Keputusan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun
2023 yang dapat diunduh pada situs https://bkpsdmd.babelprov.go.id

VII. TAHAPAN SELEKSI
1) Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap  

a. Seleksi administrasi;
b. Seleksi  Kompetensi menggunakan  Computer  Assisted  Test  (CAT)

terdiri atas:
1. Kompetensi teknis;
2. Kompetensi Manajerial;
3. Kompetensi Sosial Kultural;
4. Wawancara.

c. Seleksi  Kompetensi  Tambahan berupa Tes  Kemampuan Programing
Bagi  jabatan  Pranata  Komputer  Ahli  Pertama  akan  dilaksanakan
setelah seleksi kompetensi.

VIII. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI
1. Seleksi  administrasi  direncanakan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah

ditetapkan Panitia Seleksi Nasional;
2. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara

dokumen  yang  diunggah  oleh  pelamar  pada  website
https://sscasn.bkn.go.id/ dengan  persyaratan  yang  ditentukan  oleh
panitia seleksi;

3. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak
kartu peserta ujian dari laman https://sscasn.bkn.go.id.

4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak
terbaca  dengan  jelas  dan/atau  dokumen  unggah  yang  terpotong
dan/atau  dokumen  yang  diunggah  tidak  sesuai  persyaratan.  Hal
tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan
pelamar  tidak  memenuhi  syarat  atau  dinyatakan  tidak  lulus  seleksi
administrasi.

IX. MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI
1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi

dapat mengajukan  sanggahan  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  hasil
seleksi administrasi diumumkan;

2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui
SSCASN;

3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan
sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

4. Panitia  seleksi  instansi  dapat  menerima  alasan  sanggahan  apabila
kesalahan bukan berasal dari pelamar;

5. Dalam  hal  alasan  sanggahan  diterima,  panitia  seleksi  instansi
mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh)
hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

X. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

NO. KEGIATAN TANGGAL*)
1. Pengumuman Seleksi 19 September  s.d. 3 Oktober 2023
2. Pendaftaran Seleksi 20 September s.d. 9 Oktober 2023 

3. Seleksi Administrasi 20 September s.d. 12 Oktober 2023 
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 13 s.d. 16 Oktober 2023 
5. Masa Sanggah 17 s.d. 19 Oktober 2023 
6. Jawab Sanggah 17 s.d. 21 Oktober 2023 
7. Pengumuman Pasca Sanggah 20 s.d. 26 Oktober 2023 
8. Penarikan data final 27 s.d. 29 Oktober 2023 
9. Penjadwalan Seleksi Kompetensi 30 Oktober s,d 2 November 2023 
10. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan 

Tempat Seleksi Kompetensi 
3 s.d 6 November 2023 

11. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 8 November s.d 2 Desember 2023 
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NO. KEGIATAN TANGGAL*)
12. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis 

Tambahan 
13 November s.d. 4 Desember 2023 

13. Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi 28 November s.d.7 Desember 2023 
14. Pengumuman Kelulusan 4 s.d. 13 Desember 2023 
15. Pengisian DRH NI PPPK 14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16. Usul Penetapan NI PPPK 13 Januari s.d. 11 Februari 2024 

               *) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

XI. LOKASI PELAKSANAAN UJIAN/SELEKSI 
1) Lokasi Pelaksanaan Ujian

Lokasi Pelaksanaan Ujian akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman
https://babelprov.go.id dan https://bkpsdmd.babelprov.go.id.  

2) Jadwal Pelaksanaan
Jadwal  pelaksanaan bersifat  tentatif  dan apabila  ada perubahan akan
diumumkan  kembali  melalui  laman  https://babelprov.go.id dan
https://bkpsdmd.babelprov.go.id.

XII. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Pemerintah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 secara
resmi  melalui  laman https://sscasn.bkn.go.id https://babelprov.go.id
dan https://bkpsdmd.babelprov.go.id;

2. Pelamar yang dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan
administrasi  terbukti  adanya  pemalsuan  dokumen  secara  otomatis
dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti
dan akan diproses sesuai peraturan perundang – undangan;

3. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari
:
a. Mengundurkan diri;
b. Dianggap mengundurkan diri karena  tidak  menyampaikan

kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah

ditetapkan oleh Menteri;
d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
e. Meninggal dunia;
Dalam  hal  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  3  huruf  a  sampai
dengan  e  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  mengumumkan  pembatalan
kelulusan yang bersangkutan.

4. Seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun
dan  keputusan  Tim  Panitia  Seleksi  Pengadaan  Calon  Aparatur  Sipil
Negara Tahun 2023 Pemerintah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung
bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

5. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak
tertentu  yang  menjanjikan  dapat  membantu  kelulusan  dalam setiap
tahapan seleksi dengan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

6. Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  tidak  bertanggung
jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang
mengatasnamakan Tim Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil
Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023,
sehingga  peserta  diharapkan  tidak  melayani/memperdulikan
penawaran untuk mempermudah proses pengangkatan sebagai  PPPK
Tahun 2023;

7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan
diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka
Tim Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Tahun  2023  dapat
menggantikannya  dengan  peserta  yang  memiliki  peringkat  terbaik
dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan
persetujuan Panselnas;
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8. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan
sudah  mendapatkan  persetujuan  nomor  induk  PPPK,  kemudian
mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak
boleh  melamar  pada  penerimaan  PPPK  untuk  1  (satu)  periode
berikutnya;

9. Kepada pelamar wajib memantau informasi terkini seputar pelaksanaan
Penerimaan PPPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui media
resmi  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  Badan
Kepegawaian  dan  Pengembangan  SDM  Daerah  Provinsi  Kepulauan
Bangka Belitung;

10. Pengumuman  kelulusan  hasil  Seleksi  Kompetensi  PPPK  belum
merupakan hasil final, masih menunggu ada tidaknya sanggahan dari
pelamar lain;

11. Apabila  sanggahan pelamar  lain  diterima  dapat  merubah keputusan
yang semula lulus Seleksi Kompetensi PPPK menjadi tidak lulus;

12. Hasil akhir kelulusan ditetapkan setelah pengumuman kelulusan pasca
sanggah.

13. Pelayanan  dan  penjelasan  informasi  serta  pengaduan  terkait
pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi  Kepulauan Bangka
Belitung  Tahun 2023 dapat  menghubungi Call  Center  dan Helpdesk
PPPK  melalui Nomor 082269289065,  pada hari dan jam kerja dengan
jadwal sebagai berikut :
a. Senin s.d Kamis Pukul  08.30 s.d. 11.30 WIB, istirahat jam 11.30

s.d 13.30 WIB dibuka kembali jam 13.30 s.d 15.30 WIB;
b. Jum’at pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB, istirahat jam 11.00 s.d 14.00

WIB dibuka kembali jam 14.00 s.d 16.00 WIB.
 14.  Keputusan  Panitia  Seleksi  Pengadaan Calon Aparatur   Sipil  Negara

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 bersifat
MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 September 2023

Pj.GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Panselnas Pengadaan CASN Tahun 2023.
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LAMPIRAN I
PENGUMUMAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 800/209/BKPSDMD/2023
TANGGAL : 19 September 2023

RINCIAN FORMASI 
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

NO. JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JENIS
KEBUTUHAN

PPPK
UNIT PENEMPATAN

Umum Khusus

1 AHLI MUDA - DOKTER 
SPESIALIS ANAK

Profesi Dokter Spesialis Anak 1 0 RS JIWA SUNGAILIAT

2 AHLI MUDA - DOKTER 
SPESIALIS ANAK

Profesi Dokter Spesialis Anak 1 0 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

3 AHLI MUDA - DOKTER 
SPESIALIS 
ANESTESIOLOGI DAN 
TERAPI INTENSIF

Profesi Dokter Spesialis
Anestesiologi dan Terapi

Intensif

1 0 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

4 AHLI MUDA - DOKTER 
SPESIALIS BEDAH 
SARAF

Profesi Dokter Spesialis Bedah
saraf

1 0 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

5 AHLI MUDA - DOKTER 
SPESIALIS BEDAH 
TORAKS 
KARDIOVASKULAR

Profesi Dokter Spesialis Bedah
Traks kardiovaskular

1 0 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

6 AHLI MUDA - DOKTER 
SPESIALIS OBSTETRI 
DAN GINEKOLOGI

Profesi Dokter Spesialis
Obstetri dan Ginekologi

1 0 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

7 AHLI MUDA - DOKTER 
SPESIALIS 
ORTHOPAEDI DAN 
TRAUMATOLOGI

Profesi Dokter Orthopaedi dan
Traumatologi

1 0 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

8 AHLI MUDA - DOKTER 
SPESIALIS PENYAKIT 
DALAM

Profesi Dokter Spesialis
Penyakit Dalam

1 0 RS JIWA SUNGAILIAT

9 AHLI MUDA - DOKTER 
SPESIALIS UROLOGI

Profesi Dokter Spesialis Urologi 1 0 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

10 AHLI PERTAMA - 
ADMINISTRATOR 
KESEHATAN

S1 Kedokteran,
S1 Kedokteran Gigi, S1

Keperawatan, D4 Keperawatan,
S1 Kebidanan, D4 Kebidanan,

D4 Bidan Pendidik
S1 Gizi,
D4 Gizi,

S1 Gizi dan Dietetika, D4 Gizi
dan Dietetika,

S1 Gizi Kesehatan,
D4 Gizi Klinis/ Gizi Klinik,

S1 Farmasi,
S1 Kesehatan Masyarakat,

S1 Ilmu Kesehatan
Masyarakat,

S1 Epidemiologi,
D4 Epidemiologi,
S1 Fisioterapi,
D4 Fisioterapi,

S1 Kesehatan Kerja,
D4 Kesehatan Kerja,
D4 Keselamatan dan

Kesehatan Kerja,
D4 Kesehatan dan
Keselamatan Kerja,

S1 Rekam Medis dan Informasi
Kesehatan,

D4 Rekam Medis dan
Informasi Kesehatan,

D4 Rekam Medis
D4 Manajemen Informasi

Kesehatan,
D4 Promosi Kesehatan, S1

Psikologi peminatan Psikologi
Klinis,

S1 Kesehatan Lingkungan,
D4 Kesehatan Lingkungan,
D4 Sanitasi Lingkungan,

D4 Keperawatan Gigi,
D4 Kesehatan Gigi,

D4 Terapi Gigi dan Mulut,
D4 Terapi Gigi,

0 1 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                             9 / 22



NO. JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JENIS
KEBUTUHAN

PPPK
UNIT PENEMPATAN

Umum Khusus

D4 Teknik Elektromedik, D4
Teknologi Elektromedis,
D4 Teknologi Rekayasa

Elektromedis,
D4 Teknik Radiodiagnostik dan

Radioterapi,
D4 Radiodiagnostik dan

Radioterapi,
D4 Teknologi Radiologi

Pencitraan,
D4 Teknik Radiologi,

D4 Radiologi,
D4 Terapi Wicara,
D4 Teknisi Gigi,

S1 Kesehatan Kerja,
D4 Kesehatan Kerja,

D4 Okupasi Terapis, D4
Ortotik Prostetik, D4

Akupuntur/ Akupuntur dan
Pengobatan Herbal,  D4

Keperawatan Anestesiologi, D4
Pengobatan Tradisional, D4

Pengobatan Tradisional
Tiongkok,

D4 Sistem Manajemen
Informasi Kesehatan,
D4 Analis Kesehatan,

D4 Teknologi Laboratorium
Medis/ Teknologi

Laboratorium Medik.
Profesi dokter

Profesi dokter gigi
Profesi apoteker

Profesi Ners
Profesi bidan

Profesi fisioterapis
Profesi Dietisien

11 AHLI PERTAMA - 
ADMINISTRATOR 
KESEHATAN

S1 Kedokteran,
S1 Kedokteran Gigi, S1

Keperawatan, D4 Keperawatan,
S1 Kebidanan, D4 Kebidanan,

D4 Bidan Pendidik
S1 Gizi,
D4 Gizi,

S1 Gizi dan Dietetika, D4 Gizi
dan Dietetika,

S1 Gizi Kesehatan,
D4 Gizi Klinis/ Gizi Klinik,

S1 Farmasi,
S1 Kesehatan Masyarakat,

S1 Ilmu Kesehatan
Masyarakat,

S1 Epidemiologi,
D4 Epidemiologi,
S1 Fisioterapi,
D4 Fisioterapi,

S1 Kesehatan Kerja,
D4 Kesehatan Kerja,
D4 Keselamatan dan

Kesehatan Kerja,
D4 Kesehatan dan
Keselamatan Kerja,

S1 Rekam Medis dan Informasi
Kesehatan,

D4 Rekam Medis dan
Informasi Kesehatan,

D4 Rekam Medis
D4 Manajemen Informasi

Kesehatan,
D4 Promosi Kesehatan, S1

Psikologi peminatan Psikologi
Klinis,

S1 Kesehatan Lingkungan,
D4 Kesehatan Lingkungan,
D4 Sanitasi Lingkungan,

D4 Keperawatan Gigi,
D4 Kesehatan Gigi,

D4 Terapi Gigi dan Mulut,
D4 Terapi Gigi,

D4 Teknik Elektromedik, D4
Teknologi Elektromedis,
D4 Teknologi Rekayasa

Elektromedis,
D4 Teknik Radiodiagnostik dan

0 1 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG
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NO. JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JENIS
KEBUTUHAN

PPPK
UNIT PENEMPATAN

Umum Khusus

Radioterapi,
D4 Radiodiagnostik dan

Radioterapi,
D4 Teknologi Radiologi

Pencitraan,
D4 Teknik Radiologi,

D4 Radiologi,
D4 Terapi Wicara,
D4 Teknisi Gigi,

S1 Kesehatan Kerja,
D4 Kesehatan Kerja,

D4 Okupasi Terapis, D4
Ortotik Prostetik, D4

Akupuntur/ Akupuntur dan
Pengobatan Herbal,  D4

Keperawatan Anestesiologi, D4
Pengobatan Tradisional, D4

Pengobatan Tradisional
Tiongkok,

D4 Sistem Manajemen
Informasi Kesehatan,
D4 Analis Kesehatan,

D4 Teknologi Laboratorium
Medis/ Teknologi

Laboratorium Medik.
Profesi dokter

Profesi dokter gigi
Profesi apoteker

Profesi Ners
Profesi bidan

Profesi fisioterapis
Profesi Dietisien

12 AHLI PERTAMA - 
APOTEKER

Profesi Apoteker 0 2 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG
13 AHLI PERTAMA - 

DOKTER
Profesi Dokter 0 2 RS JIWA SUNGAILIAT

14 AHLI PERTAMA - 
PEMBIMBING 
KESEHATAN KERJA

D4/Sarjana Terapan
Kesehatan

Jurusan/Peminatan/Program
Studi/Konsentrasi

Keselamatan dan Kesehatan
Kerja

0 1 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

15 AHLI PERTAMA - 
PENATA ANESTESI

D4/Sarjana Terapan Penata
Anestesi, D4/Sarjana Terapan

Keperawatan Anestesiologi

0 1 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

16 AHLI PERTAMA - 
TEKNISI 
ELEKTROMEDIS

D4/Sarjana Terapan Teknik
Elektromedik, D4/Sarjana
Terapan Teknologi Rkayasa

Elektromedis

0 1 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

17 TERAMPIL - 
NUTRISIONIS

D3 Gizi 0 1 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG
18 TERAMPIL - PRANATA 

LABORATORIUM 
KESEHATAN

D3 Analis Kesehatan, D3
Teknologi

Laboratorium Medik

0 2 RS JIWA SUNGAILIAT

19 TERAMPIL - 
RADIOGRAFER

D3 Teknik Radiodiagnostik
dan Radioterapi, D3
Radiodiagnostik dan

Radioterapi, D3 Teknik
Radiologi, D3 Radiologi, D3

Teknik Rontgen

0 3 RS PROPINSI DR. IR. H.
SOEKARNO

JUMLAH 9 15

Pj.GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
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LAMPIRAN II
PENGUMUMAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 800/209/BKPSDMD/2023
TANGGAL : 19 September 2023

RINCIAN FORMASI 
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JENIS KEBUTUHAN
PPPK

UNIT PENEMPATAN
UMUM KHUSUS

1 AHLI PERTAMA - 
ANALIS 
KEBENCANAAN

S-1  SOSIOLOGIS  /  S-1  ILMU
ADMINISTRASI  /  S-1
PLANOLOGI  /  S-1  TEKNIK
LINGKUNGAN  /  S-1
ARSITEKTUR  /  S-1
MANAJEMEN  /  S-1
GEOGRAFI  /  S-1  TEKNIK
SIPIL  /  S-1 PSIKOLOGI  / D-IV
ILMU  ADMINISTRASI  /  S-1
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
/  D-IV  SOSIOLOGI  /  -D-IV
TEKNIK  LINGKUNGAN  /  D-IV
PLANOLOGI  /  D-IV
ARSITEKTUR  /  D-IV
MANAJEMEN / D-IV GEOGRAFI
/  D-IV  TEKNIK  SIPIL  /  D-IV
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
/ D-IV PSIKOLOGI

0 1 GUBERNUR,
SEKRETARIAT
DAERAH,  BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA  DAERAH,
BIDANG  PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN

2 AHLI PERTAMA - 
ANALIS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
APARATUR

D-IV  MANAJEMEN
INFORMATIKA  /  D-IV
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA /
S-1  ILMU  ADMINISTRASI
PUBLIK  /  S-1  ILMU
ADMINISTRASI  NEGARA  /  S-1
ADMINITRASI  PUBLIK  /  S-1
ILMU  MANAJEMEN  /  S-1
MANAJEMEN  DAN  KEBIJAKAN
PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-
1  PJJ  MANAJEMEN  /  S-1
MANAJEMEN  BISNIS  /  S-1
MANAJEMEN  SUMBER  DAYA
MANUSIA  /  D-IV  STUDI
KEBIJAKAN  PUBLIK  /  D-IV
MANAJEMEN  BISNIS  /  D-IV
MANAJEMEN  SUMBER  DAYA
APARATUR / D-IV MANAJEMEN
SUMBER  DAYA  MANUSIA
APARATUR  /  D-IV  POLITIK
PEMERINTAHAN  /  D-IV
MANAJEMEN  SUMBER  DAYA
MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-
IV  MANAJEMEN
PEMERINTAHAN  /  D-IV
MANAJEMEN  INFORMATIKA  /
D-IV  TEKNOLOGI  REKAYASA
INFORMASI PEMERINTAHAN

0 1 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT 
DAERAH, BADAN 
KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK, 
SEKRETARIAT, 
SUBBAGIAN UMUM 

3 AHLI PERTAMA - 
ANALIS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
APARATUR

S-1  ADMINISTRASI  NEGARA  /
S-1  ILMU  ADMINISTRASI
NEGARA  /  S-1  ADMINITRASI
PUBLIK  /  S-1  ILMU
ADMINISTRASI  PUBLIK  /  S-1
MANAJEMEN  DAN  KEBIJAKAN
PUBLIK  /  S-1  ILMU
MANAJEMEN  /  S-1
MANAJEMEN  /  S-1  PJJ
MANAJEMEN  /  S-1
MANAJEMEN  BISNIS  /  S-1
MANAJEMEN  SUMBER  DAYA
MANUSIA  /  D-IV  STUDI
KEBIJAKAN  PUBLIK  /  D-IV
MANAJEMEN  BISNIS  /  D-IV
MANAJEMEN  SUMBER  DAYA
APARATUR / D-IV MANAJEMEN
SUMBER  DAYA  MANUSIA

1 0 GUBERNUR, 
SEKRETARIS DAERAH, 
DINAS P3ACSKB, 
SEKRETARAT, 
SUBBAGIAN UMUM 
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NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JENIS KEBUTUHAN
PPPK

UNIT PENEMPATAN
UMUM KHUSUS

APARATUR / D-IV MANAJEMEN
SUMBER  DAYA  MANUSIA
SEKTOR PUBLIK / D-IV POLITIK
PEMERINTAHAN  /  D-IV
MANAJEMEN PEMERINTAHAN /
D-IV  ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN  /  D-IV
MANAJEMEN  INFORMATIKA  /
D-IV  TEKNOLOGI  REKAYASA
INFORMASI PEMERINTAHAN

4 AHLI PERTAMA - 
ANALIS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
APARATUR

D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK /
D-IV MANAJEMEN BISNIS / D-IV
MANAJEMEN  SUMBER  DAYA
APARATUR  /  D-IV  MANAJEMEN
SUMBER  DAYA  MANUSIA
APARATUR  /  D-IV  MANAJEMEN
SUMBER  DAYA  MANUSIA
SEKTOR  PUBLIK  /  D-IV
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN /
D-IV  TEKNOLOGI  REKAYASA
INFORMASI PEMERINTAHAN / D-
IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1
ADMINISTRASI  NEGARA  /  S-1
ILMU  ADMINISTRASI  NEGARA  /
D-IV  POLITIK  PEMERINTAHAN  /
D-IV  MANAJEMEN
PEMERINTAHAN  /  D-IV
MANAJEMEN INFORMATIKA / S-
1  ADMINITRASI  PUBLIK  /  S-1
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-
1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN
PUBLIK  /  S-1  ILMU
MANAJEMEN  /  S-1
MANAJEMEN  /  S-1  PJJ
MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN
BISNIS  /  S-1  MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA

0 1 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT 
DAERAH ,BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
MANUSIA, BIDANG 
MUTASI, PROMOSI 
DAN PENILAIAN 
KINERJA APARATUR

5 AHLI PERTAMA - 
PEKERJA SOSIAL

S-1  PEKERJAAN  SOSIAL  /  S-1
KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV
PEKERJAAN  SOSIAL  /  D-IV
KESEJAHTERAAN SOSIAL

0 1 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, DINAS SOSIAL, UPTD 
PANTI SOSIAL BINA 
SERUMPUN

6 AHLI PERTAMA - 
PENATA 
PENANGGULANGAN
BENCANA

S-1 ILMU ADMINISTRASI / D-IV
ILMU  ADMINISTRASI  /  S-1
TEKNIK  LINGKUNGAN  /  S-1
MANAJEMEN  BENCANA  /  S-1
SOSIOLOGI / D-IV ARSITEKTUR
/  S-1  ARSITEKTUR  /  S-1
PLANOLOGI  /  D-IV
SOSIOLOGI  /  D-IV
MANAJEMEN  BENCANA  /  S-1
MANAJEMEN  /  D-IV  TEKNIK
LINGKUNGAN / D-IV GEOGRAFI
/  D-IV  TEKNIK  SIPIL  /  D-IV
MANAJEMEN  /  D-IV
PLANOLOGI

0 1 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH, 
BIDANG 
KEDARURATAN DAN 
LOGISTIK

7 AHLI PERTAMA - 
PENATA 
PENANGGULANGAN
BENCANA

D-IV  MANAJEMEN/  S-1  ILMU
ADMINISTRASI  /  S-1  TEKNIK
LINGKUNGAN  /  S-1
MANAJEMEN  BENCANA  /  S-1
SOSIOLOGI  /  S-1
ARSITEKTUR  /  S-1
PLANOLOGI  /  S-1
MANAJEMEN  /  S-1
GEOGRAFI  /  S-1  TEKNIK
SIPIL  /  S-1  ILMU KESEHATAN
MASYARAKAT  /  S-1
PSIKOLOGI  /  S-1  ILMU
KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1
ILMU  HUKUM  /  D-IV  ILMU
ADMINISTRASI  /  D-IV  TEKNIK
LINGKUNGAN  /  D-IV
MANAJEMEN BENCANA / D-IV
SOSIOLOGI  /  D-IV
PLANOLOGI  /  D-IV
ARSITEKTUR  /  D-IV
MANAJEMEN / D-IV GEOGRAFI

0 1 GUBERNUR,
SEKRETARIAT
DAERAH, BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA  DAERAH,
BIDANG  REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JENIS KEBUTUHAN
PPPK

UNIT PENEMPATAN
UMUM KHUSUS

/  D-IV  PSIKOLOGI  /  D-IV
TEKNIK  SIPIL  /  D-IV  ILMU
HUKUM  /  D-IV  ILMU
KESEHATAN MASYARAKAT / D-
IV  ILMU  KESEJAHTERAAN
SOSIAL

8 AHLI PERTAMA - 
PENGANTAR KERJA

S-1  ILMU  EKONOMI  /  S-1
EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1
MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI /
D-IV PSIKOLOGI / S-1 HUKUM /
S-1  ILMU  KOMUNIKASI  /  D-IV
ILMU  KOMUNIKASI  /  S-1  ILMU
POLITIK  /  S-1  ILMU
PEMERINTAHAN  /  D-IV  ILMU
EKONOMI  /  D-IV  EKONOMI
PEMBANGUNAN  /  D-IV
MANAJEMEN / D-IV HUKUM / D-
IV  ILMU  POLITIK  /  D-IV  ILMU
PEMERINTAHAN  /  D-IV
HUBUNGAN  INTERNASIONAL  /
D-IV SOSIOLOGI

1 0 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, DINAS TENAGA 
KERJA, BIDANG 
PELATIHAN, 
PENEMPATAN TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI

9 AHLI PERTAMA - 
PENGAWAS 
KOPERASI

S-1  MANAJEMEN  /  S-1
EKONOMI  /  S-1  AKUNTANSI  /
D-IV  AKUNTANSI  /  S-1
HUKUM / D-IV MANAJEMEN /
D-IV EKONOMI / D-IV HUKUM

0 1 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, DINAS KOPERASI 
USAHA KECIL 
MENENGAH, BIDANG 
KOPERASI

10 AHLI PERTAMA - 
PENGAWAS 
PERDAGANGAN

S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / S-
1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 ILMU
EKONOMI / S-1 MANAJEMEN /
S-1 PERTANIAN

1 1 GUBERNUR, 
SEKRETARIAT DAERAH
, DINAS 
PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN, 
BIDANG 
PENGENDALIAN 
PERDAGANGAN DAN 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN

11 AHLI PERTAMA - 
PENGELOLA 
PENGADAAN 
BARANG/JASA

D-IV  AKUNTANSI  /  S-1  ILMU
HUKUM / S-1 EKONOMI / D-IV
EKONOMI  /  D-IV  ILMU
PEMERINTAHAN  /  S-1  ILMU
PEMERINTAHAN  /  S-1
AKUNTANSI  /  S-1
MANAJEMEN  /  D-IV
AKUNTANSI  /  S-1  TEKNIK
SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1
TEKNIK  KOMPUTER  /  S-1
MANAJEMEN  INFORMATIKA  /
S-1 ILMU ADMINISTRASI / D-IV
ILMU  ADMINISTRASI  /  S-1
SOSIOLOGI / S-1 ELEKTRO / S-
1  SISTEM  INFORMASI  /  S-1
KONSTRUKSI SIPIL / S-1 ILMU
TEKNIK  SIPIL  /  S-1
ADMINISTRASI  FISKAL  /  S-1
MESIN  /  S-1  ADMINISTRASI
NEGARA  /  S-1  ADMINISTRASI
NIAGA  /  S-1  PERENCANAAN
WILAYAH  /  D-IV  ILMU
KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-
IV EKONOMI MANAJEMEN / D-
IV EKONOMI PEMBANGUNAN /
D-IV  AKUNTANSI  MANAJEMEN
PEMERINTAHAN  /  D-IV
AKUNTANSI  PERPAJAKAN  / D-
IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
/  D-IV  GEODESI  /  D-IV
PERENCANAAN  TATA  RUANG
DAN  PERTANAHAN  /  D-IV
SISTEM  INFORMASI
GEOGRAFIS / D-IV STATISTIKA
BISNIS  /  S-1  TEKNIK
ARSITEKTUR  /  S-1  TEKNIK
ELEKTRO  /  S-1  TEKNIK
ELEKTRONIKA  /  S-1  TEKNIK
GEODESI  /  S-1  TEKNIK
GEODESI DAN GEOMATIKA / S-
1  TEKNIK  GEOLOGI  /  S-1

0 2 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, BIRO PENGADAAN 
BARANG/JASA, 
BAGIAN 
PENGELOLAAN 
PENGADAAN 
BARANG/JASA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JENIS KEBUTUHAN
PPPK

UNIT PENEMPATAN
UMUM KHUSUS

TEKNIK  GEOMATIKA  /  S-1
TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK
INFORMATIKA  /  S-1  TEKNIK
PERKAPALAN

12 AHLI PERTAMA - 
PENGELOLA 
PRODUKSI 
PERIKANAN 
TANGKAP

S-1  PEMANFAATAN  SUMBER
DAYA  PERAIRAN  /  S-1
MANAJEMEN  SUMBER  DAYA
PERAIRAN  /  S-1  TEKNOLOGI
HASIL  KELAUTAN  /  S-1
PEMANFAATAN  SUMBER  DAYA
PERIKANAN  /  S-1  TEKNOLOGI
HASIL  PERIKANAN  /  S-1
PERKAPALAN / S-1 TEKNOLOGI
PENANGKAPAN  /  S-1
KELAUTAN  /  S-1  TEKNOLOGI
PENANGKAPAN  IKAN  /  S-1
MANAJEMEN  SUMBER  DAYA
PERIKANAN  /  D-IV  MESIN
PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI
PENGELOLAAN  SUMBER  DAYA
PERAIRAN / D-IV PERIKANAN /
D-IV  TEKNOLOGI
PENANGKAPAN IKAN

0 2 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN, 
KEPALA BIDANG 
PERIKANAN TANGKAP

13 AHLI PERTAMA - 
PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN

S-1  KEHUTANAN  /  S-1
MANAJEMEN  ATAU
PENGELOLAAN  HUTAN  /  S-1
REKAYASA  KEHUTANAN  /  S-1
SILVIKULTUR /  S-1  TEKNOLOGI
HASIL HUTAN / S-1 KONSERVASI
SUMBER  DAYA  HUTAN  DAN
EKOWISATA  /  S-1  ILMU
KEHUTANAN  /  S-1  BUDI  DAYA
HUTAN ATAU KEHUTANAN / S-1
PETERNAKAN  /  S-1  ILMU
PETERNAKAN

0 1 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, DINAS KEHUTANAN , 
UPTD KPHL BELANTU 
MENDANAU UNIT X

14 AHLI PERTAMA - 
PENYULUH SOSIAL

S-1  PEKERJAAN  SOSIAL  /  D-IV
PEKERJAAN  SOSIAL  /  S-1
KESEJAHTERAAN  SOSIAL  /D-IV
KESEJAHTERAAN SOSIAL

0 2 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, DINAS SOSIAL , 
SEKRETARIAT

15 AHLI PERTAMA - 
PEREKAYASA

D-IV  TEKNOLOGI  REKAYASA
INSTRUMENTASI  DAN
KONTROL / S-1 ILMU GIZI / S-1
KESEHATAN MASYARAKAT / S-
1  ILMU  KESEHATAN
MASYARAKAT  /  S-1
TRANSPORTASI  /  S-1
BIOTEKNOLOGI  /  S-1
GEOGRAFI  /  S-1  GEOGRAFI
LINGKUNGAN  /  S-1  SAINS
INFORMASI  GEOGRAFI  /  S-1
KONSERVASI  BIOLOGI  /  S-1
KONSERVASI HUTAN

1 0 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT 
DAERAH, BADAN 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAN 
PENELITIAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH

16 AHLI PERTAMA - 
PRANATA 
KOMPUTER

S-1  ILMU  KOMPUTER  /  S-1
SISTEM  KOMPUTER  /  S-1
TEKNIK  KOMPUTER  /  S-1
INFORMATIKA  /  S-1
TEKNOLOGI  KOMPUTER  /  S-1
TEKNIK  INFORMATIKA  /  S-1
ILMU  INFORMATIKA  /  S-1
TEKNOLOGI  INFORMASI  /  S-1
SISTEM  INFORMASI  /  S-1
SISTEM  DAN  TEKNOLOGI
INFORMASI / S-1 SAINS DATA /
D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV
MANAJEMEN  INFORMATIKA  /
D-IV  TEKNIK  INFORMATIKA  /
D-IV  TEKNIK  KOMPUTER  DAN
JARINGAN  /  D-IV  REKAYASA
PIRANTI LUNAK

0 2 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, DINAS KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA, 
BIDANG 
PENYELENGGARAAN 
E-GOVERNMENT 

17 AHLI PERTAMA - 
PRANATA 
KOMPUTER

S-1  ILMU  KOMPUTER  /  S-1
SISTEM  KOMPUTER  /  S-1
TEKNIK  KOMPUTER  /  S-1
TEKNOLOGI  KOMPUTER  /  S-1
INFORMATIKA  /  S-1  TEKNIK
INFORMATIKA  /  S-1  ILMU
INFORMATIKA  /  S-1  SISTEM

0 2 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT 
DAERAH , BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
MANUSIA , BIDANG 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JENIS KEBUTUHAN
PPPK

UNIT PENEMPATAN
UMUM KHUSUS

INFORMASI  /  S-1  TEKNOLOGI
INFORMASI / S-1 SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV
SISTEM  INFORMASI  /  D-IV
MANAJEMEN  INFORMATIKA  /
D-IV  TEKNIK  INFORMATIKA  /
D-IV  TEKNIK  KOMPUTER  DAN
JARINGAN  /  D-IV  TEKNIK
KOMPUTER  /  D-IV  REKAYASA
PIRANTI  LUNAK  /  D-IV
KOMPUTASI STATISTIK

PENGADAAN, 
PEMBERHENTIAN, 
INFORMASI 
KEPEGAWAIAN DAN 
KOMPETENSI ASN 

18 AHLI PERTAMA - 
PUSTAKAWAN

S-1  ILMU  INFORMASI  DAN
PERPUSTAKAAN  /  S-1  ILMU
PERPUSTAKAAN  /  S-1  ILMU
PERPUSTAKAAN  DAN
INFORMASI  /  S-1  ILMU
PERPUSTAKAAN  DAN
INFORMASI  ISLAM  /  S-1
PERPUSTAKAAN  DAN  ILMU
INFORMASI  /  S-1
PERPUSTAKAAN  DAN  SAINS
INFORMASI

1 0 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT 
DAERAH , DINAS 
KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN, 
BIDANG 
PELESTARIAN 
KOLEKSI NASIONAL 
DAN PELESTARIAN 
NASKAH KUNO

19 PEMULA - 
PEMADAM 
KEBAKARAN

SMA/SEDERAJAT 0 5 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA , 
BIDANG 
PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN SATPOL 
PP, SEKSI PEMETAAN, 
STANDARISASI, 
SARANA, DAN 
PRASARANA PEMADAM
KEBAKARAN DAN 
PERTOLONGAN

20 TERAMPIL - 
ARSIPARIS

D-III  KEARSIPAN  /  D-III
SEKRETARIS / D-III SEKRETARIS
DAN  MANAJEMEN  /  D-III
ARSIPARIS  /  D-III  SEKRETARIS
PERKANTORAN  /  D-III
KEARSIPAN  DIGITAL  /  D-III
MANAJEMEN  /  D-III
MANAJEMEN  ADMINISTRASI
PERKANTORAN

1 0 GUBERNUR , 
SEKRETARIAT DAERAH
, DINAS KEBUDAYAAN 
DAN PARIWISATA, 
SEKRETARIS, 
SUBBAGIAN UMUM

    TOTAL 6 24  

Pj.GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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LAMPIRAN III
PENGUMUMAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 800/209/BKPSDMD/2023
TANGGAL : 19 September 2023

RINCIAN FORMASI 
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

JABATAN FUNGSIONAL GURU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

NO. JABATAN KUALIFIKASI
PENDIDIKAN

ALOKASI
PPPK

UNIT PENEMPATAN

1
AHLI PERTAMA - GURU AGAMA 
BUDHA

Berdasarkan
surat edaran

Direktur
Jenderal Guru

dan Tenaga
Kependidikan
Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan,

Riset dan
Teknologi

Nomor
2901/B/HK.04.

01/2023
tanggal 24 Mei
2023 tentang

Kualifikasi
Akademik dan

sertifikat
Pendidik dalam

pendaftaran
Seleksi Pegawai

Pemerintah
dengan

Perjanjian Kerja
untuk Jabatan

Fungsional
Guru tahun

2023

4
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

2
AHLI PERTAMA - GURU AGAMA 
HINDU

2
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

3
AHLI PERTAMA - GURU AGAMA 
ISLAM

53 
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

4
AHLI PERTAMA - GURU AGAMA 
KATOLIK

8
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

5
AHLI PERTAMA - GURU AGAMA 
KRISTEN

12
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

6
AHLI PERTAMA - GURU 
AGRIBISNIS PERIKANAN

8
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

7
AHLI PERTAMA - GURU 
AGRIBISNIS TERNAK

2
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

8
AHLI PERTAMA - GURU 
AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN 
HASIL PERTANIAN

2
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

9
AHLI PERTAMA - GURU 
AKUNTANSI DAN KEUANGAN 
LEMBAGA

1
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

10
AHLI PERTAMA - GURU 
ANTROPOLOGI

3
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

11
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA 
INDONESIA

29
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

12
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA 
INGGRIS

4
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

13
AHLI PERTAMA - GURU 
BIMBINGAN KONSELING

51 
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

14 AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI 8
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

15 AHLI PERTAMA - GURU BUSANA 3
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

16
AHLI PERTAMA - GURU DESAIN 
KOMUNIKASI VISUAL

15
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

17
AHLI PERTAMA - GURU DESAIN 
PEMODELAN DAN INFORMASI 
BANGUNAN

4
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

18 AHLI PERTAMA - GURU FISIKA 10
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

19
AHLI PERTAMA - GURU 
GEOGRAFI

5
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

20
AHLI PERTAMA - GURU 
KECANTIKAN DAN SPA

4
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

21 AHLI PERTAMA - GURU KIMIA 8
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

22
AHLI PERTAMA - GURU 
KONSTRUKSI DAN PERAWATAN 
BANGUNAN SIPIL

1
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

23 AHLI PERTAMA - GURU KULINER 3
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

24 AHLI PERTAMA - GURU 
MANAJEMEN PERKANTORAN 
DAN LAYANAN BISNIS

2 DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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NO. JABATAN
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN

ALOKASI
PPPK

UNIT PENEMPATAN

Berdasarkan
surat edaran

Direktur
Jenderal Guru

dan Tenaga
Kependidikan
Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan,

Riset dan
Teknologi

Nomor
2901/B/HK.04.

01/2023
tanggal 24 Mei
2023 tentang

Kualifikasi
Akademik dan

sertifikat
Pendidik dalam

pendaftaran
Seleksi Pegawai

Pemerintah
dengan

Perjanjian Kerja
untuk Jabatan

Fungsional
Guru tahun

2023

25
AHLI PERTAMA - GURU 
MATEMATIKA

8
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

26
AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA 
KAPAL NIAGA

3
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

27
AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA 
KAPAL PENANGKAPAN IKAN

4
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

28
AHLI PERTAMA - GURU 
PEMASARAN

3
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

29
AHLI PERTAMA - GURU 
PENDIDIKAN KHUSUS

59
(disabilitas

12)

DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

30
AHLI PERTAMA - GURU 
PENGEMBANGAN PERANGKAT 
LUNAK DAN GIM

2
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

31
AHLI PERTAMA - GURU 
PENJASORKES

26
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

32
AHLI PERTAMA - GURU 
PERHOTELAN

10
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

33 AHLI PERTAMA - GURU PPKN 11
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

34
AHLI PERTAMA - GURU 
PRAKARYA DAN 
KEWIRAUSAHAAN

9
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

35 AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH 37
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

36
AHLI PERTAMA - GURU SENI 
BUDAYA

27
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

37
AHLI PERTAMA - GURU 
SOSIOLOGI

16
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

38
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA 
KAPAL PENANGKAPAN IKAN

1
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

39
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK 
ELEKTRONIKA

5
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

40
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK 
JARINGAN KOMPUTER DAN 
TELEKOMUNIKASI

10
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

41
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK 
KETENAGALISTRIKAN

8
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

42
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK 
MESIN

2
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

43
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK 
OTOMOTIF

10
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

44
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK 
PENGELASAN DAN FABRIKASI 
LOGAM

8
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

45
AHLI PERTAMA - GURU 
TEKNOLOGI FARMASI

1
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

46 AHLI PERTAMA - GURU TIK 17
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

47
AHLI PERTAMA - GURU USAHA 
LAYANAN PARIWISATA

2
DINAS  PENDIDIKAN
PROVINSI  KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

  TOTAL 521

Pj.GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 800/209/BKPSDMD/2023
TANGGAL : 19 September 2023

CONTOH SURAT LAMARAN

Yth.

Kabupaten/Kota,      September 2023
Kepada  
Gubernur 
Kepulauan Bangka Belitung

di –
   PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : (NAMA SESUAI KTP)
Tempat/Tanggal Lahir : (Kota/Kab Lahir)* / Tanggal Bulan Tahun 
Jenis Kelamin : (Pria/Wanita)*
NIK : No NIK
Pendidikan : ( S1/DIV/DIII jurusan/SLTA sederajat ) *
Jabatan yang dilamar : ( Ahli Pertama/ Terampil Formasi ) *
Kategori Peserta : ( Umum )
Agama : Agama
Alamat sesuai KTP : ( Alamat KTP ) 
Formasi : (Tenaga Kesehatan/ Tenaga Teknis/Tenaga Guru) *
Nomor HP : (No WA Yang masih aktif)

Dengan  ini  menyampaikan  surat  lamaran  agar  dapat  mengikuti  Seleksi  Pengadaan
Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka
Belitung Tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Surat  lamaran  kepada  Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung yang  sudah

ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
b. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan

dibubuhi e-materai;
c. Surat Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai

dengan jabatan yang dilamar dan dibubuhi meterai tempel;
d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman

kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
e. Ijazah asli atau Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi

luar negeri;
f. Transkrip/daftar nilai asli;
g. (Surat Tanda Registrasi (STR)/Sertifikat pendidik) * asli yang masih berlaku; 
h. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
i. Persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan.

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan
adalah  benar. Apabila  dikemudian  hari  ditemukan  data  yang tidak  benar,  maka  saya
menerima  keputusan  panitia  untuk  membatalkan  keikutsertaan/kelulusan  saya  pada
pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023. 

Yang Membuat,

   

(NAMA LENGKAP)

Ket.: 
*Pilih salah satu
 Point g. Surat Tanda Registrasi (STR) (untuk JF Kesehatan)/Sertifikat pendidik (untuk JF Guru) 

E-Materai
Rp. 10.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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LAMPIRAN V
PENGUMUMAN GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 800/209/BKPSDMD/2023
TANGGAL : 19 September 2023

CONTOH SURAT PERNYATAAN

  
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (NAMA SESUAI KTP)
Tempat dan tanggal lahir : (Kota/Kab Lahir / Tanggal Bulan Tahun
Agama : Agama
Pendidikan sesuai formasi  : ( S1/DIV/DIII jurusan/SLTA )
Alamat : ( Alamat KTP )

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak  pernah  dipidana  dengan  pidana  penjara  berdasarkan  putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana korupsi dan melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2
(dua) tahun atau lebih;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  PPPK,  Prajurit  Tentara
Nasional  Indonesia,  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

3. Tidak  menjadi  anggota  atau  pengurus  partai  politik  atau  terlibat  politik
praktis;

4. Berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan jika dinyatakan
lulus  seleksi  bersedia  melakukan  pemeriksaaan  dan  membuktikan  dengan
Surat Keterangan dari instansi yang berwenang;

5. Bersedia  menerima segala Keputusan Tim Pengadaan PPPK dan tidak akan
mengganggu gugat.

Demikian  pernyataan  ini  saya  buat  dengan  sesungguhnya,  dan  saya  bersedia
dituntut  dimuka  pengadilan  serta  bersedia  menerima  segala  tindakan  yang
diambil  oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti  pernyataan saya ini
tidak benar.

Kabupaten/Kota, ..................

Yang membuat pernyataan,

                        

(NAMA LENGKAP)
E-Materai
Rp. 10.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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LAMPIRAN VI
PENGUMUMAN GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 800/209/BKPSDMD/2023
TANGGAL : 19 September 2023

CONTOH SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
UNTUK TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA 

UNTUK FORMASI KHUSUS

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
NOMOR :     

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : 
NIP) : 
Pangkat/Gol. Ruang) : 
Jabatan : 
Instansi/Lembaga : 

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 
Nama : 
Tempat/Tanggal Lahir : 
Pendidikan : 

Telah  melaksanakan  tugas
sebagai  .........................selama  .................tahun  .............  bulan  secara  terus
menerus,  terhitung  mulai  tanggal  .............bulan  ………Tahun  ………  sampai
dengan Surat Keterangan ini saya buat, dan berkineja baik.
Adapun yang bersangkutan memiliki tugas harian, sebagai berikut: 

1. …………………………….. 
2. …………………………….. 
3. dst. 

Demikian  surat  keterangan  ini  dibuat  dengan  sesungguhnya  dan  sebenar-
benarnya untuk memenuhi  persyaratan pelamaran Seleksi  Pegawai  Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

(kota), (tanggal) (bulan) 2023

Nama Jabatan Penandatangan,
Nama Instansi/Lembaga

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatangan)

Materai
tempel

Rp. 10.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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LAMPIRAN VII
PENGUMUMAN GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 800/209/BKPSDMD/2023
TANGGAL : 19 September 2023

CONTOH SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
UNTUK FORMASI UMUM

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
NOMOR :     

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : 
NIP*) : 
Pangkat/Gol. Ruang*) : 
Jabatan : 
Instansi/Lembaga : 

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 
Nama : 
Tempat/Tanggal Lahir : 
Pendidikan : 
Jabatan : 

adalah  pegawai  di  …………….……..  selama  …..  tahun  ….  bulan,  terhitung  mulai
tanggal ..……. sampai tanggal …………………, dan berkineja baik.
Adapun yang bersangkutan memiliki tugas harian, sebagai berikut: 

1. …………………………….. 
2. …………………………….. 
3. dst. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk  memenuhi  persyaratan  pelamaran  Seleksi  Pegawai  Pemerintah  dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

(kota), (tanggal) (bulan) 2023

Nama Jabatan Penandatangan,
Nama Instansi/Lembaga

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatangan)

*) Dihapus jika pelamar bukan dari instansi pemerintah

Materai
tempel

Rp. 10.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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